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NOMOR 8 TAHUN 2021 

TENTANG 

KOPERASI DENGAN MODEL MULTI PIHAK 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan 

dibangun menjadi kuat, sehat, mandiri, modern dan 

berdaya saing berdasarkan prinsip koperasi dan 

mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta 

kewirausahaan, sehingga mampu berperan sebagai 

sokoguru perekonomian nasional; 

  b.  bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah perlu mengembangkan 

koperasi modern melalui pelaksanaan model multi pihak 

yang melibatkan kepentingan para pihak, mampu 

meningkatkan akses kepada modal, informasi, 

keterampilan, lebih terbuka pada inovasi dan lebih 

fleksibel, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

perekonomian global, perlu menetapkan peraturan; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

www.peraturan.go.id



2021, No.1207 -2- 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3502); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5.    Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 214); 

  6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 22); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH TENTANG KOPERASI DENGAN MODEL MULTI 

PIHAK. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 

seorang atau badan hukum Koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip  Koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 

atas asas kekeluargaan.  

2. Koperasi dengan Model Multi Pihak yang selanjutnya 

disebut Koperasi Multi Pihak adalah Koperasi dengan 

model pengelompokkan anggota berdasarkan peranan 

kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha 

tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan 

ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan 

anggota. 

3. Kelompok Pihak Anggota adalah kumpulan anggota 

koperasi yang dikelompokkan menjadi satu pihak yang 

memiliki suatu peranan dalam lingkup usaha tertentu. 

4. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis 

yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian. 

5. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi 

yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. 

6. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan orang perseorangan.  

7. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh 

dan beranggotakan badan hukum Koperasi.  

8. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh dua atau lebih badan hukum Koperasi, untuk 

menjadi satu badan hukum Koperasi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.  

9. Pembagian adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh badan hukum koperasi untuk memisahkan satu 

atau beberapa unit usaha menjadi badan hukum 
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koperasi baru berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

dua Koperasi atau lebih badan hukum Koperasi untuk 

menjadi satu badan hukum Koperasi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.  

11. Sisa Hasil Usaha yang selanjutnya disingkat SHU adalah 

pendapatan  Koperasi  yang  diperoleh  dalam  satu  

tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan 

kewajiban lainnya   termasuk   pajak   dalam   tahun   

buku   yang bersangkutan. 

12. Deputi adalah Unit Eselon I yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi 

dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

perkoperasian. 

 

BAB II 

ORGANISASI 

 

Bagian Kesatu 

Bentuk Organisasi 

 

 Pasal 2 

Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder dapat berbentuk 

Koperasi Multi Pihak. 

 

Bagian Kedua 

Pendirian 

 

Pasal 3 

(1) Pendirian Koperasi dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Koperasi Multi Pihak beranggotakan paling sedikit 2 (dua) 

Kelompok Pihak Anggota. 
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Pasal 4 

(1) Keanggotaan Koperasi Multi Pihak dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Pihak Anggota dikelompokan berdasarkan: 

a. kesamaan kepentingan ekonomi;  

b. keterkaitan usaha; 

c. potensi; dan/atau 

d. kebutuhan anggota. 

(3) Tata cara pengelompokan Kelompok Pihak Anggota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta hak dan 

kewajiban Kelompok Pihak Anggota diatur dalam 

Anggaran Dasar Koperasi. 

 

Pasal 5 

(1) Koperasi yang telah ada dapat menjadi Koperasi Multi 

Pihak melalui: 

a. perubahan Anggaran Dasar Koperasi; 

b. Penggabungan; 

c. Pembagian; dan/atau 

d. Peleburan. 

(2) Tata cara perubahan Anggaran Dasar Koperasi, 

Penggabungan, Pembagian, dan/atau Peleburan menjadi 

Koperasi Multi Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Pasal 6 

(1) Penamaan untuk Koperasi Multi Pihak memuat frasa 

“Multi Pihak” setelah frasa “Koperasi” dan jenis Koperasi. 

(2) Dalam hal Koperasi Multi Pihak berawal dari Koperasi 

Sekunder, penamaan untuk Koperasi Multi Pihak 

diakhiri dengan singkatan “(Skd)”. 

(3) Permohonan pengajuan nama Koperasi dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
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